
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR ? TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS,DIREKTUR 

UTAMA DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN 

KOMERING ULU TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan 

Daerah Nomor 1 1  Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum 

Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka 

perlu diatur tata cara, proses pemilihan anggota Dewan 

Pengawas dan anggota Direksi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf (a), perlu diatur dan ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

1 .  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

2 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

4 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik/ 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perusahan Umum Daerah 
T s  I . l + + es  f es  I / es . i .  I T ]  'T" ff l ..  
i  ii i«iii[aiiii «iii h~iii~iii45 « I t  t1 UuAAILaI a 

Daerah Ka bu paten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 

Nomor 1 ) .  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN 
ppN(A[WAS, DIRE&TI T A M A  D A N  D I S ]  pRIJSAHAAN 

UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

TIMUR. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnva disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh Daerah. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam 

Kepemlikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ada Perusahaan 

Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ 

dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan 

yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS 
adalah organ perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan 

tertinggi dalam perusahaan Daerah dan memegang segala 

6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang 

bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 
Uireksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum 

Daerah. 

• Direktur Utama adalah organ BUMD yang beertanggung jawab untuk 

mengatur keseluruhan BUMD; 

8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas 

pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta 

mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai/ 
dengan ketentuanr aniggaran dasar. 
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antral JKioria a l a l a h  nernrgtgnn lzegenglzgtgn donopn n e g a h g g n  
w  i  w  tu $ Ah «ski w i ii.  sir tw AA 

yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan 
Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk 
memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS. 

10 .  Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah 
proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang 
untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama 

1 1 .  Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan 
keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau 
sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menalankan profesinya, 
mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian 
terhadap Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan 

Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

9. 

12 .  Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang 
dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas 

dalam mengikuti proses penjaringan. 

13 .  Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar 

mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 

14 .  Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah 

nama-nama yang telah mengikuti UKK. 

15 .  Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti 

UKK. 

16.  Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan 

seleksi Bakal Calon Anggota. 

17 .  Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda 
adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 

18.  Perusahaan 
perusahaan 
seluruhnya 

Umum Daerah adalah BUMD yang berbentuk 
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 
atau paling sedikit 51  % (lima puluh satu persen) 

(2) 

(3) 

BAB II 

PENYERAHAN KEWENANGAN asal 2 

Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l )  dilakukan un tuk melaksanakan seleksi anggota dewan Pengawas Direktur Utama dan anggota Direksi yang masa 
i a h g t g n n p g  hpalhi l a m / n t g  l a l a m  h a l  tariarli Lal>aeonoon i a h o t a mn  4 44 4A 4A4 4 A 4 A  44  A  4AAA AAA A i4 4 f  A« 44 id  «it4it4iii iii swjt«iii k i r k 4 4  j u t« k k  +  

Penyerahan. sebagaimana dimaksud pada ayat [ 1 )  dan (2) berakhir/ pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan. 
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BAB III 

DEWAN PENGAWAS 
Pasal 3 

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM 

Pasal 4 

Proses anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui 
seleksi. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  paling sedikit melalui 

tahapan: 
a. seleksi administrasi; 
b. UKK; dan 
c. wawancara akhir. 

Pasal b 

( 1 )  Kepala Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 ayat ( 1 )  dan 

(2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan 

terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan 
anggota Dewan Pengawas yang masa abatannya berakhir. 

(2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang 

dilakukan paling larnbat 6 (enam) bulan sebelumu rasa jabatan 

anggota Dewan Pengawas berakhir. 
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau 

diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi 

jabatan kepada Kepala Daerah. 

asal 6 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemmpinan, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
1on 0 o hanolan n o r q a h o n n '  
A A 4 A A A 44 4 A A  wA As4AA4s4A44 

memahami penyelenggaraan Pernerintahan Daerah; 
memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah 
satu fungsi manajemen; 
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 
l e i i o r a h  o l i v e  r o n rl a l  @_l (ctroto c a t ·  
+ A  A4Ac«AAA 4AAAAA A w A A 4 4A 4 4  4 L A  «A444 44+4j f. 

e. 

C. 

d. 

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar 
pertama kali; 

h. tidak pcrnah dinyatakan pailit; 

1. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau 
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha/ 
yang dipimpin dinyatakan pailit; 



, 
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tidalr e o l a n o  m e n i a l a n i  ennlzei  m i dl a n n ·  dan 
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tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah 

atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif. 

Pasal 7 

( l )  Panitia Seleksi berjumlah gannl dan paling sed1kit beranggotakan: 

a. Perangkat Daerah; dan 

b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi. 

(2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi 

menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 ) .  

(3) Panitia Seleksi bertugas: 

a. 

b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota 

atau Anggota Komisaris; membentuk tim 
Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; 

c. menentukan formulasi penilaian UKK; 
d. menetapkan hasil penilaian; 
e. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota 

Komisaris; dan 
f. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota 

Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan 

(4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Pasal 7 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan 
paling sedikit: 

a. kcmampuan keuangan BUMD; 

b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan 
c. ketersediaan Sumber Daya Ivlanusia. 

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud 

Dewan Pengawas 

atau menunjuk 

nada ant ( 1 )  di laksnnnkn 
J.- - - - - - -..,1 - - - \ I - - - - - - - - - 

perundang-undangan. 

Pasal 9 

denoan ketent1an - - u -  

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal 
Calon Anggota Dewan Pengawas. 

Pasal 10 

penjaringan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 

terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan 
memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam / 
p a @ a l 6  h m f f  sampai dengan h p f  lz  
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(3) Panitia Seleksi menetapkan Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas 
atau Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi admiristrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .  

Pasai 1 1  

( l )  Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleks1 
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). 

() TIKI¥ c o h a o i m a n a  d i m a le e d  n a d a  arat ( 1 \)  l a l e a n g le a n  l e l .  
l " f e d  s . .  «  . 4 R t  } l f  M A . A s.  

a. tim; atau 
b. lembaga profesional. 

Pasal 12 

( I )  UKK yang dlaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 1  ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. 

()) 'Tm ata lomhaoa Dkfceianal e e h a o a i m a n s  d i +n a lr e ]  d a l m  Dheal  1 1  
i i  w is a a  . . d i. w e  • •  •  a  

ayat (2) bertugas: 

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian 
UKK; 

b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan 
c. 

(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 13 

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) 

huruf a paling sedikit meliputi: 

a. 
b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

keahlian; 
integritas dan etika; 
kepemimpinan 
pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
memilili l o m a n  vano l a t  d z n  dedileaei tinooi 

AA.a w a s. w . a  a l 4 w  . w. a  w e .  a.ea w e «  

Pasal 14 

UKK Calon Anggota Lewan Pengawas paling sedikit melalur tahapan: 

a. psikotes; 
b. ujian tertulis keahlian; 

c. penulisan makalah strategi pengawasan; 

d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan 
e. wawancara. 

Pasai 1 5 

( 1 )  Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan 
unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri atas: 

a. nnooatz Deurnn D o n o : w n e  JII[) l a i n  l a n /  ata anoootz Dewar 

Pe1;awas BUMD y:ng telah menyelesaika� masa jab
0

atannya; I 
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C. 

d. 
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neneinan neoorai TIT[J) 
p w r p s  w A v a  

mantan Direksi BUMD; atau 

ekternal BUMD selain tersebut pada huruf a, b dan c. 

(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan 

anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan 

(4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat terdiri 

atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang 

tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. 

(5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah 
cehaonimnnn d i m a le e l  nada avat (\ imriaritaelznn neiahat vano 
w w e  p J  t  f f  f t  f l  

melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. 

(6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayal (4) merupakan 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
k a r a n o  i a c a  l a n l a t a  nlaranon almimietrat,f «ramo i e oa i a l a n  all 

sa w s  A A 4 f  A w 4 wt  w a s4A 4  A 4 A 4 A A A 4 i s . A  '  . 4 . w A A 4 4  wA 

penyclenggaran pelayanan publik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

( l )  Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM . 
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan 

i 1 m l 1  D%+cl=ei 
] vi 4. A 4. A 4. A  M  wA 

(3) Dalarn hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari l (satu) orang 

anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai 
Ketua Dewan Pengawas. 

(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) dilakukan berdasarken asas efisiensi dan 

efektivitas keputusan, 

kepentingan BUMD . 

pengawasan, dan pembiayaan bagi 

Pasal 17  

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi sebanyak 1 

(satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah; 

Pasal 18 

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat ( 1 )  dan ayat (4), Kepala Daerah melakukan seleksi dari unsur 
indenonlon d o n  noiahat Domorintl Taorah 
A  •  . R ew .  wk. t i s  «w. a w  

Pasal 19 

( l )  Penilaian mndikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan engawas 

dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas: 

a. n o n o o l n m n m  
p r « A « A A A 4 5  

I 
b. keahlian: 

' 
C. integritas dan etika; 

d. kepemimpinan; 
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e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. 

(2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dirinci 

sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi. 
(3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

h i m + f  h a  d e  d o n  f  l i t e n t l a n  alol D o n i t i a  ololei 
A  4  ii4 a s f 4 44 4 4  l  . 4 A  A4i4444 • A 4 A444.4 wAA. 

(4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e 

sebesar 20% (dua puluh persen). 

(5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
an nvat (d) echoear 1000/, (cerate nereon) w. J w t  f a s .  s s + s t  we  w w e  

(6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi: 
a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat 

disarankan: 

b. di atas 7 ,5 tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma 

c. 7,0 (tujuh koma nol) serpai dengan 7,5 (tujuh koma lima) 

direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan 
d. di bawah 7 ,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak 

disarankan. 

Pasal 20 

Bakal Calon Anggota Dewan engawas yang diangkat menjadi Galon 

Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi 
n e n i l a i a n  e o h a o o i m a n n  d i m a lz e d  d a l a m  D a e a ]  1 0  aat (6) 1 m m f  a  <nmmnai  
w . .  a  se w .  s  a  •  ' w t  w  w  w  . M it a  

dengan huruf c. 

Pasal 2 1  

sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lira) Calon Anggota Dewan 
Pengawas .  

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan 

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada Kepala 

Pasal 22 

( l )  Kepala Vaerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir 
terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas . 

() Vongla Daergh monptgnlzgn 1  (egfi n )  (alan Anooot Douram D e m o r a  
Lt a " w k . . w  if  AA w w i t .ii  ti wj w e w i w i v  

terpilih untuk masing-miasing jabatan anggota Dewan Pengawas 

setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l ) .  

(3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Kepala Daerah 
forloil a l l  monotamlzam ( a l u m  Noto Doaram Doarae 'T+mil; 

M A  A  4AA 4 vi st A A4 w A w  Md4.d is4A st6 v 6 A i  r s4. h  w M R  l  

(4) Kepala Daerah dapat memin~a masukan kelua Dewan Pengawas 
atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas I 
terpilih lainnya;' 
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(5) Dalam ha! BUMD Lembaga Keuangan, Kepala Daerah menetapkan 

Calon anggota Dewan Pengawas untuk proses lebih lanjut sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Dewan 

(7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) tidak disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Dewan 

Pengawas lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5). 

Pasal 23 

( l )  Kepala Daerah menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas 

terpilih kepada KPM . 

(2) Calon Dewan melakukan 

penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggot 

Dewan Pengawas . 
(3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani 

dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan 

menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan 
pemberhentian tersebut. 

Pasal 24 

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan 
keputusan KPM. 

Pasal 25 

( I )  Pengangkatan anggota Dewan engawas tidak bersamaan waktunya 

dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan 
pert@ma lzli pada soat  pendirign.  

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 ) ,  dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 
kekosongan kepengurusan BUMD. 

Pasal 26 

( l )  Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 

4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan. 

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

yang dinilai mampu mclaksanakan tugas dengan baik sclama masa 
jabatannya. 

(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit terhadap: 
a. 

b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD; I 
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neneranon tata lzella m e r g a h g g n  y g n o  hail· '' , tw v i i w i pr i i  iii« i i i  pw is«iii«ii ' ii) 

d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan 
e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja. 

(4) Dalam me!akukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri 

atas: 

a. rencana bisnis; 

b. rencana kerja dan anggaran BUMD; 
c. laporan keuangan; 
d. laporan hasil pengawasan; 
e. 

f. risalah rapat dan kertas kerja. 
(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota 

Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja. 
(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(r) i l a l lz a n  coheh1m nenonnolzatgn lzomhali cobgggi gngontz T o r n  
Lj i i i« a ~«  i i i  p w i« i i  i  wii ii.Ai is4 sA+? s uA 

Pengawas. 

Pasal 27 

. I a h a t a n  noootz Dern Denogwng horglhir g n a b i l ·  
we  iw iwi .e w ii  i i i  ewe se a  wa wpew 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

Pasai 28 

( 1 )  Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris 

berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud 
dalam asal '28 hurut b, anggota Dewan Pengawas wan1b 
menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masajabatan paling 
l a m h a t  2  (tioa) h l a n  eohohm horalkir m a s n  iahatnnnvn 
4 4. .  1  f  wAst.A w A A  A  44 A A A  A 4.4. . l 4A u4 4 A A A '  s  

(2) Anggola Dewan Pengawas sebagairnana dirnaksud pada ayat ( l )  wajib 

melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum 

dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa 

jabatannya. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan 
c a h o o o i m o n o  A i + o l c l  r a l a  o r a t  ( 1 )  c o h o o o i  l o c o  n o t i m lh o n o o n  
. A A 4 A A 4A4 A 4 4  AA4AAA4AAA4 As4t4 «} 44 t j  n w A  Au4A p ±AA'AA4A4 

oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota 
Dewan Pengawas. 

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan 
Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil 
audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor 
akuntan publik kepada KPM. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan 
selrh anooota Dewan Penoawas nelaksanann tmoas nenoawasan -  - - - -  - - - - -  - -  00 - - -  -  - -  -  -  - c.:, ·  - - -  I  .1- - - - - - u - - -  i" - -  o - -  

BUMD dilaksanakan oleh KPM. 

asal 29 

( 1 )  Dalam ha! jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena 

diberhentikan sewaktu-waktu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan I· 
pemberhen tian. 
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(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi 
yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang 
bersangku tan: 
a. tidak dapat meiaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

dan/ atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan 

kerugian pada BUMD dan/atau Laerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 

mempnvai lelentnn h lz m  tetnn' 
a  w f t  w a  a  a  w a t  

e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan 

Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan/ atau 

o tidal tori+ilil laoi  d a l a m  al a d a n a  n o m h a h o n  L-oliialean 
e wt" A A A 4 4  u AA A A 4 A _  s pw wAAA A w ! A A A 4  

Pererintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, 
dan pembubaran BUMD .  

Pasal 30 

( l )  Anggota Lewan engawas diberhentikan oleh KPM. 

(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana 
l i + a lr c l  a d a  nrat 1 1  + a l i m o  coil+it mn o m o t  m n t a } .  
w. 4 A . i f  Re.4 A w 4 A A . 4  Aw 4.. A «  

a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; 
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan 
c. tata cara pemberhentian. 

BAB IV 

DIREKSI 
asa1 33 l  

Pasal 32 

( l )  Proses pemilihan anggota Dreksi dilakukan melalu seleks1. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  paling sedikit melalui 
t o h a mn o n  
4.. 4sf 

a. seleksi administrasi; 
b. UKK; dan 
c. wawancara akhir. 

( 1 )  Kepala Daerah menugaskan perangkat daerah yang membidangi 
pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir ·/ 
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() D a g n a n  lzelzgonggn i g h g t g n  gnoootg Direksi yang masa 
tj w i s  ii ? ii i  i i i  i i i 7 i i i +  « A A  '  ' ?  

jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi 

berakhir. 
(3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan 

corrolrt_ralt noranolrat d a o r a h  r a n o  m o m h i l a mn o i  n o h i n g n n  
vs v s«iii v sk i d s  w i  s4 4 s4 4  «is4ii 44ii t444p A A A w A A 4 A 4 A 4 4  w A A A ' A A A 4 A A  

terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan 

kepada Kepala Daerah. 
Pasai34 

T I + t le  d a n n t  dinnolent eehaoni nnoonta Tirelrei vgno hergnnolztgn h g r 1 g  
i i i  i t  i i« i i  i i i " e  i  ii w m s  J  "  w  ' w  w  

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpman, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
monoehanolean n o r e a h a n n  
A  A A s w A A A +w sA s  t w  A A A $  

c. merahami penyelenggaraan pererintahan Daerah; 

d. memahami manajemen perusahaan; 

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; 
f. berijazah paling rendah S-1  (strata satu); 
er 

b' 

perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; 

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 

(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pcrtama kali; 

1. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, 

atau anggota Komisaris yang inyatakan bersalah menyebabkan 

badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 

i .  tidnk nernnh dihnkm karena melakkan tindak nidan vno 
.., . ·-· . .  - -  · · -  J.- - . - - -  - - -  - -  -· - - · - - - -  --- - -  ·- - -  -  - - - - -  --· · · ·  ---- .  -- · ·  - - - -  -  J.- - - - - -  - -  .I  · - -  0  

merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
I. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Laerah 

atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif. 

Pasal 35 

( 1 )  Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan: 
a. Perangkat Daerah; dan 

(/"\\ 

4) 

(3) 

Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi 

menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( I ) .  

Panitia Seleksi bertugas: 

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; 
b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi; 

c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga Profesional untuk 
melakukan UKK; 

d. menentukan Formulasi Penilaian UKK; 
e. 

f. 

g. 

menetapkan Calon anggota Direksi; dan 
menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses 

lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan 

undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah. 
perundang/ 



13 

(4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 36 

( l )  Penunjukan Lembaga Protesional sebagammana dimaksud dalam 

Pasal 36 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan 
n a l i n o  eerilit·  

AAA4 w A t  

a. kemampuan keuangan BUMD; 

b. ketersediaan lembaga Profesional; dan 

c. ketersediaan Sumber Daya manusia; 

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud 

perundang-undangan. 

Pasal 37 

Dalam melakukan seieksi, Panitia Seieksi meilakukan penjaringan Bakai 

Calon anggota Direksi. 

Pasal 38 

( l )  Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil 
penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 .  

() Damit ia  <olelrci m o l a l= le a n  eelolrei a d m i n i e t r a e i  ceeai nereraratan 
l a  a  «  is w. d ie  R  .A 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f sampai dengan huruf 
1. 

(3) Panitia Seleksi menetapkan Baka! Calon anggota Direksi yang telah 

lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  untuk 

Pasal 39 

( 1 )  UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilaksanakan 
oleh: 
a. tim; atau 

b. Lembaga Profesional. 
(2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l )  huruf a, melibatkan konsultan perorangan. 

(3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
h r 1 f 1  kart1one' 
4  w  w  s 4.  

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian 
UKK; 

b. menetapkan hasil penilaian U KK; dan 
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. 

() 'T,, g t g  I p m h g o ,  Dnfogianal a o h g o o i m a n a  d i + a l e l  mad arat ()) 
l }  A  AAA 4A u 4 A  4wAA4it 4 i i sw i i' i t«  w t 4 A A A 44 A t4  AAA4tii4 p's«Ass 4Mr tJ 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

I 
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Pasa! 40 

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) 

huruf a paling sedikit meliputi: 

a. 

b. 

c. 

1  

u. 

e. 

f. 

pengalaman mengelola perusahaan; 

keahlian; 

kepemirnpinan; 
pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi. 

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan: 

a. psikotes; 
b. ujian tertulis keahlian; 
c. penulisan makalah dan rencana bisnis; 
d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan 

e. wawancara. 

Pasal 42 

( 1 )  Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan 

dengan memberikan pembobotan meliputi: 

a. pengalaman; 

b. keahlian; 
c. integritas dan etika; 

d. kepemimpinan; 

e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi. 

(2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan 
Panitia Seleksi. 

(3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

(4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi: 

a. di atas 8,5 (delapan korna lima) direkornendasikan sangat 
disarankan; 

b. di atas 7 ,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma 

iima) direkomendasikan disarankan; 

c. 7,0 tujuh korna nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) 
direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan 

d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak 
disarankan. 

Pasal43 

( I )  Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam asal 3 ayat ( I )  huruf a, 

yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan 
l a l a mn  n o n o r c n n  ronnienei  
w . . f l  w P e  I  



(2) Dalar melaksanakan 
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rekam ( 1  
J  

melibatkan paling sedikit: 

a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/ atau 

b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 

Pasal 44 

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota 

Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayar (4) huruf a sampai dengan 

huruf c. 

Pasal 45 

( l )  Pelaksanaan seleksi administrasi dan U KK menghasilkan palmg 

sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi. 
()) Danitia eolelrei menramnail>an n a m n  colon D;kolei eehaoaimona 
t " ad 4 A 4 4 4 .4 A 3 .  A w  . t a . .  •  •  .s a As.A . s e a  

dimaksud Kepala Daerah. 

Pasal46 

Kepala Daerah melaksanakan 

terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayal (2). 

(2) Kepala Daerah menetapkan I (satu) Calon anggota Dreksi terpilih 

untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan 
rarnnonra alkir eohaoaimnna d i m n lr e d  n a d n  nvat ( 1 )  

w. a a  a  a . a  s t #  

(3) Kepala Daerah menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih. 
(4) Kepala Daerah dapat meminta masukan Direktur Utama atau 

Calon Drektur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya. 

Pasal 47 

( 1 )  Kepala Daerah menyerahkan Caion anggota Direksi terpilih kepada 

K P M .  

Calon 

kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. 

(3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Calon anggota Dircksi terpilih menandatangali surat 

pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas 

dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau 

mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian 
tersebt 

Pasal 48 

engangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan oleh KPM ; 

I 
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Pasal 49 

( 1 )  Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang 

dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa 

jabatannya. 
() Donilaian leemnmman t o n e  ashaoaimnna d i m a lt e d  mnadn nrat ( 1 )  
4  w a . w a .  •  sw w r a w  . a w  R }  t  

paling sedikit memenuhi kriteria: 

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta 

Rencana Kera dan Anggaran BUMD; 

b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan 
atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa 

Pengecualian; 

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja. 

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri 
atas: 

b. 

C. 

d. 

e 

rencana bisnis; 

rencana kerja dan anggaran BUMD; 
laporan keuangan; 

laporan hasil pengawasan; dan 
kontrak kinerin 
-- - - - - - - - -  -  -  -  -  ..J  -  -  -  

t a )  
U+ Dalam hal anggota Direksi dan direktur utama diangkat kembali, 

wajib menandatangani kontrak kinerja. 

Penandatanganan kontrak kmnerja sebagammana dmmaksud pada 

ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali .  

Pasal 50 

( I )  Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) 

tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan 
kecuali: 

peraturan ketentuan dengan ditentukan lain sesua1 
perundang-undangan; 
A l a m  h a l  anooat, Ji+olrei manilili lcakliam L k i e e  d a n l a t a  
44.444.4. 4. 4 .e s. 44  Ad $ 4 A 4 A M  64 AA «44 6 AA A i i  d i  b. 

a. 

prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan 
yang ketiga. 

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b paling sedikit memenuhi kriteria: 
a. 

b. 

c. 

d. 

rencana kerja dan anggaran BUMD; 

opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar 

Tanpa Pengecualian selama 33 (tiga) tahun berturut-turut di 

akhir periode kepemimpinan; 
g p l m h  hagil  n o n o p n g a n  g l a h  d i t i m d a l l a n i n t i  ceemai donoan 

w a s. e " .  •  w  w e . f w  w  

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

terpenuhinya. target dalam kontrak kinerja sebesar 100% 

(seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan. 

I 
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Pasal 5 1  

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: 

a. meninggal dunia; 

b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau 

c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

Pasal 52 

( 1 )  Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan 

sebelum berakhir jabatannya. 

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  wajib 

mclaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum 

dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa 

jabatannya. 

(3) Berdasarkan 
gebaoaiman 
- -  ·- --o- ----------- 

menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi 

kepada pemegang saham. 

(4) Laporan sebagaimana dmaksud pada ayat () serta penilaian dan 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar 
nortimhanoon 'Df 1 n t lr  mn e m n e r n o n i a n o  n t n  memhorhontil>an 
"w A A A + A 4 A 4  a.  A  4 A s . A  A 4 w A A t  AA 4A w «A i  A A 4 A A A . A  A A A 4 4 A 44 A.  4  

anggota Direksi. 

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang 

berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan 

tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan 

Pasal 53 

( 1 )  Dalam hal jabatan anggula Direksi berakhir karena diberhentikan 

sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c , 

pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
A H 1 L i l i  g a l 7 l a  lo+rocorla d . t o  r a m  i + f r + o e i  r o n o  l o m a t  
AAA64A 6AA4A.AA M4AAA«4 AA s4444AA A4AAA A4444A AAA A AA AA A4As4 AA Aft4 

dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan/atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibot dalam tindakan kecnrangnn no mengakibatkan 

c  C  

kerugian pada BUMD, negera dan/ atau Daerah; 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 
- - c-  = d e  L a d e d  
111CA1pU414y cu1 AcruucdI Auruiii Lcid[, 

mengundurkan diri; 
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau; 
tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, 

akuisisi, dan pembubaran BUMD. I 

laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan 
dimaks nad avat () D)ewwan penoawas waiih 
- - - - - - - - - - - - - - -  J. - - - - - -  - - ,.1 - - -  , - , 7  -  -  ---- - - - - o - - · · - - -  _J _ 

g. 

e. 
f. 
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( 1 )  Direksi pada Perumda diberhentikan oleh K P M .  
(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana 

a 

i i 3  p~ y t i j ,  p i s  5~iii i i  ill~i. 

a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan; 

c. tata cara pemberhentian. 
(3) Kepala bagian diangkat oleh KPM atas usul Direktur Utama. 

B A B V  
INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI 

( 1 )  Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan 
seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui 
iii~Ki iii~& i i j  ii~i~iii iiij ti i~iii~iiii. 

(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  di muat 

BUMD. 
(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada 

ay t i j  @iii$ Cit. 

a. pen j aringan; 

c. hasil UKK. 

BAB VI 
PENDANAAN dan HIBAH 

+ 
t  t  1  . ± 1 . ± ±  

( 1 ) .  Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas atau 
anggota Komisaris dan anggota Direksi pada BUMD 
i i ~ j i j  ii G i b & i i  uicuii 

Belanja Daerah Kabupaten atau BUMD. 

(2) .  Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Perusahaan 

Umum Daerah Pasar paling banyak Rp . 1 .000 .000 .000 (Satu Milyar 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Ogan Komering Ulu Timur terlampir dalam Peraturan Bupati ini. 

I 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering UIu 'Tmur. 

Ditetaplan di Martapura 

pada tanggal ' '0) 2 0 1 9  

\  
i  

\  

·. 

.. - ­ Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 1 0(wt 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

·  RING ULU TIMUR, 

/ 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

TAHUN 2019  N0M0R 3 
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